
 

 

 

 
 
 

BUPATI BENGKULU TENGAH 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
  

NOMOR  14  TAHUN 2011 
 

TENTANG  
 

 
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

 
b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2010; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 



 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 



 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BENGKULU TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BENGKULU TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan 
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 
Nomor 04); 



 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

2. Belanja Daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

3. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

4. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

8. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

9. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 

10. Arus Kas adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas pada 
Bendahara Umum Daerah. 

11. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 
ditujukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode 
akuntansi. 

12. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang ditujukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap 
dan aset nonkeuangan lainnya. 

13. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka 
panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau 
penggunaan surplus anggaran. 

14. Aktivitas Nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan 
pembiayaan pemerintah. 

 

BAB II 

Bagian Pertama 

Laporan Keuangan 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2010 berupa Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat :  



 

 

 

a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. Neraca ;  
c. Laporan Arus kas ; dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 
Bagian Kedua 

Laporan Realisasi Anggaran 

Pasal 3 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :  
a.  Pendapatan      Rp. 331.467.251.982,75 
b.  Belanja      Rp. 295.387.207.149,01 

  Surplus/(Defisit)                Rp.   36.080.044.833,74 
c.  Pembiayaan 

- Penerimaan Pembiayaan            Rp.      8.337.512.429,07 
- Pengeluaran Pembiayaan              Rp.      1.000.000.000,00 
  Surplus/ Defisit     Rp.      7.337.512.429,07 

   
Pasal 4 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di 
atas sebagai berikut : 
1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                             

Rp. 2.282.287.723,75 dengan rincian sebagai berikut :  
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 329.184.964.259,00 
b. Realisasi       Rp. 331.467.251.982,75 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.     2.282.287.723,75 
2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                        

Rp. (41.135.269.539,06) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan   Rp. 336.522.476.688,07 
b. Realisasi      Rp. 295.387.207.149,01 
        Selisih Lebih/(Kurang)            Rp.  (41.135.269.539,06) 

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                         
Rp. 43.417.557.262,81 dengan rincian sebagai berikut :  
a. Surplus/Defisit setelah Perubahan    Rp.   (7.337.512.429,07)   
b.  Realisasi      Rp.   36.080.044.833,74 
       Selisih Lebih/(Kurang)  Rp.   43.417.557.262,81 

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembayaran sejumlah  Rp. 
0,00  dengan rincian sebagai berikut : 
a.  Anggaran Penerimaan     
    Pembiayaan setelah Perubahan   Rp.     8.337.512.429,07 
a. Realisasi      Rp.     8.337.512.429,07 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                         0,00 
5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 

0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pengeluaran  

Pembiayaan setelah Perubahan    Rp.     1.000.000.000,00 
b. Realisasi      Rp.     1.000.000.000,00 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                          0,00 
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 

dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pembiayaan  

Neto setelah Perubahan    Rp.      7.337.512.429,07 
b. Realisasi       Rp.      7.337.512.429,07 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                           0,00 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Bagian Ketiga 

Neraca 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 
Anggaran 2010 sebagai berikut :  
a. Jumlah Aset       Rp.  447.165.650.123,95 
b. Jumlah Kewajiban      Rp.         115.363.117,00 
c. Jumlah Ekuitas Dana     Rp.  447.050.287.011,95 

 

Bagian Keempat 

Laporan Arus Kas 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2010 sebagai 
berikut :  
a. Saldo Awal Kas 
 Per 01 Januari 2010      Rp.     8.337.512.429,07 
b. Arus Kas Bersih dari 
  Aktivitas Operasi      Rp.  136.346.779.041,74 
c.   Arus Kas Bersih dari Aktivitas  
 Investasi Aset Nonkeuangan    Rp. (100.266.734.208,00) 
d. Arus Kas Bersih dari 
  Aktivitas Pembiayaan     Rp.     (1.000.000.000,00) 
e. Arus Kas Bersih dari 
  Aktivitas Nonanggaran     Rp.                           0,00 
f. Saldo Akhir Kas  
 Per 31 Desember Tahun 2010   Rp.    43.417.557.262,81 

 
 

Bagian Kelima 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Pasal 7 

 
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
 Lampiran 1.2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

 



 

 

 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengeloaan 
Keuangan Negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 
 Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Tambah dan Kurang aset Tetap Daerah; 

dan 
 Lampiran I.8 : Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai 

dengan Akhir Tahun. 
b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran II : Laporan Arus Kas 
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan 

 
Pasal 9 

 
Bupati Bengkulu Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini. Apabila ada kekeliruan maka 
akan diubah sebagaimana mestinya. 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
 

            
Ditetapkan di    Karang Tinggi 
pada tanggal                            2011 
 
 
PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH, 

 
 
 
 
 
 
 

 
H. NANA SUDJANA 

 
 
 
 

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal                           2011 

 
                      SEKRETARIS DAERAH 
          KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 

         
 
 
 
 
                   Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, MH  
    

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 
NOMOR ........... 


